
Menglngat 1. Undang-Undang Sc::lor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan :lae-al'l-daerah Kabupaten dalaro 
Lingkungan Ptopt!lili iN"a Tengah: 

2. Undang-Undang N=nr 18 Tahun 2003 tentang 
Advokat (Lemba!a.:! Mgara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor ~9 Tg-J:eban Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nmrur,- ;~ 

3. Undang-Undang lil=or 48 Tahun 2009 tenrang 
Kekuasaan Kei1,;;,\=a;i (l..embaran Negara Republik 
Indonesia Tahu- 2009 Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara £:;cblik Indonesia Nomor 5076); 

4. Undang-UndBD! &=::la: 16 Tahun 2011 tentang 
Bantuan Hidm:w :c:.baran Negara Republik lndonesia 
Tahun 2011 No:::::.x ..,. Tombahan Lembaran Negara 
Republik fndOPJ'5'2 !"=er 52-16); 

5. Undang-Uodang 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan I);; :.. ....e.mbanm Negara Republik 
Indonesia Ta· 201.:. Nomor 244, Tambahan 
Lem'baran Negra ~-blik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimaoa e= beberapa k:ali diubah rerakhir 

PE1'UNJUK PELAKS 1. '. ,\.AN PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN JEPARA ~::;,•QR 2 TAHUN 2016 TENTANG 

BANTUAN HUKUt.' 3...J,C.' M.ASYARAKAT MISKIN 

DEN GAN RAHMA'i ,..,HAN YANG MAHA ESA 
Bl, ::, : Tl' JEPARA, 

Menimbang: babwa untuk melaksaeakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan 
ayat (2), Pasal 6 ayar I ?asal 7 ayat (2) dan Pasal 13 ayat 
(1) Peraturan Daerar Ks.hupat.en Jepara Nomor 2 Tahun 
2016 tentang Bann..= Hukum Bagi Masyarakat Miskin 
(Lembara.o Daerah ::..a::x;puen Jepara Tahun 2016 Nomor 
2, Tambahan Lemba:L..1 Oaerah lulbupaten Jepara Nomor 
2), perlu menetapkan ~ran Bupati tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Perarnraz, ~ Kabupaten Jepara Nomor 2 
Tahun 2016 tent=5 B.ntuan Hukum Bagi Masyarakat 
Miskin; 

BUP.\~ J::P.\RA 
PROVINS! ..,AW!\ TENGAH 

PERATURM B~P:\TI JEPARA 
NOMOR 2. TAHUN 2019 



Dalam Peraruran Bup&:I mr yang dimaksud dengan : 
l. Daerah adalah Kab::::,;:;;rn Jepara. 
2. Pemerintah Dae:?':! adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara ~ axaban Daerah yang memimpin 
pelaksanaan u~ pemerintahan yang menjadi 
kewenangan da.erc. c:onom. 

3. Bupati adaJeb B::;:a:i.Jepara. 

a .\.8 I 
~ E..'111AN UMUM 

"'asal 1 

Menetapkan: Pl!:RATURAN BUPA11 7'E. ,-:'ANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
PERATORAN DAER.At.: i.ABUPATEN JEPARA NOMOR 2 
TAHUN 2016 TE':'t ,G BANTUAN HUKUM BAGJ 
MASYARAKAT MIS!..:"' 

dengan Undang- -::.ui.g Nomor 9 Tahun 2015 rentang 
Perubahan Ked-, .. tas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 201-1 cen!2.!n: Pemenntahan Daerah {Lembaran 
Negara Republik -4Dles1a Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lemba...r 'iegara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

6. Peraruran Peme.,w:.an Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Ke~ Daerah (Lembaran Negara 
Republik lndones:a -~"lun 2005 Nomor l 40, Tambahan 
Lembaran Negara R-""?4blik lndonesia Norn or 4578); 

7. Peraruran Pemenntah Nomor 42 Tahun 2013 tentang 
Syarat Dan Tata '-Cle! Pemberian Bantuan Hukum Dan 
Penyaluran Dana ~ Hukum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan 
Lembaran Negara ~blik lndonesia Nomor 5421 ); 

8. Peraturan Mentl!." ":.ukum dan Hak Asasi Manusia 
Nomor 10 Tahon 2015 tenrang Peraturan Pelaksanaan 
Peraturan ~·a'h Nomor 42 Tahun 2013 tentang 
Syarac dan Tata ·a~ Pemberian Bantuan Hukum dan 
Penyaluran Dana 3ann1an Hukum (Berita Negara 
Republik lndonesa Tahun 2015 Nomor 816); 

9. Peraturan Daeran i?nn'insi Jawa Tengah Nomor 7 
Tahun 2014 t=:ang Bantuan l:lukum Kepada 
Masyarakat Mis.km i..embaran Daerah Provins! Jawa 
Tengah Tahun 200S N.:nnor 57); 

10. Peraturan Daerah Ka.bupaten Jepara Nomor 2 Tahun 
2016 tentang &m· ..... n Hukum Bagi Masyarakat Miskin 
(Lembaran Daeraa A'.abupacen Jepara Tahun 2016 
Nomor 2, Tambe-;-~ Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara Nomor 2 



BAB D 
RL ,; .. "iG UNGKUP 

PasaJ 2 
Ruang lingkup Perarura- Bupati ini meliputi : 
a. tats cara. dan syara· :.eknis kerjasama: 
b. syarar, tats. cara pe:i,-ga_iuan permohonan, dan tara kerja 

pemberian bantuar- :.-1.'UIII; 

- Bagian HIJkum ;;rlalah Bagian Hukum Sekretariat 
Daerah Kabupater- Jepara. 

5. Masyarakat adaw1h orang perseorangan atau 
sekelompok orang yang memilik:i Kartu Tanda 
Penduduk dan/atau Kanu Keluarga Kabupaten Jepara, 
yang kondisi sosial ckonominya clikategori.kan miskin 
dan/atau tidak rnampu yang dibuktikan dengan 
keterangan dari pejabat yang berwenang, 

6. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok 
orang miskin dan atau tidak mampu yang sedang 
menghadapi masalah hukurn. 

7. Pemberi Bantuan Hnkum adalah Lembaga Bantuan 
Hukum atau orgamsasi kemasyarakatan yang memberi 
layanan Bantuan HuJ..'U.m berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hu.kum. 

8. Bantuan Hukum adalab jasa hukum yang diberikan 
oleh. pemberi banruan bukum secara curna-cuma 
kepada penerima bantuan hukum. 

9. Perkara adalah masalab hukum yang perlu 
diselesaikan. 

10. Pemahon Bantuan Hukum adalah masyarakat miski.n 
yang mengajukan permohonan bantuan hukum kepada 
Le.mbaga Bantuan Hukum atau organisasi 
kemasyarakatan }-ang rnemberi layanan bantuan 
hukum yang memenuhi ketentuan peraturan 
perundang-undangan 

11. Litigasi adalab proses penanganan perkara hukum yang 
dilakukan melalui jalur pengadilan untuk 
menyelesaikannya. 

12. Non litigasi adalab proses penanganan perkara hu.kum 
yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk 
menyelesaikannya. 

13. Anggaran Pendapazan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkar APBD adaJah APBD Kabupaten 
Jepara. 

14. Anggaran bantuan hu.kum adalah alokasi Anggaran 
dalam APBD unrus penyelenggaraan bantuan hukum 
kepada pemberi bantuan bukum yang sudah 
ditetapkan oleh Bupan. 



Sagian Kesatu 
i.Jmum 

Pasal 3 

(I) Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Pemerintah 
Daerah dapat cr-e.;a. n kerja sama dengan lembaga 
bantuan hukum ~ arganisasi kemasyarakatan yang 
memberi layanan bantuan hukum sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan, 

(2) Bupati menetapka- pemberi bantuan hukum yang 
bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka 
memberikan Bant, at Hukum Bagi Masyarakat Miskin 
miskin dan/atau tidal< mampu dengan Keputusan 
Bupati, 

(3) Kerja sama sebagaaaana dimaksud pada ayat (1) 
berlaku untuk ?--,:~g lama l (satu) tahun dan 
sesudahnya dapar d.~jang kernbali. 

Pa.sa14 

( 1 l Kerjasama Bantuaa Hukum dilaksanakan oJeh Bagian 
Hukum dengan ~ri Bantuan Hukum meliputi 
perkara hukum pe!'data, pidana, dan tata usaha negara 
baik litigasi maup~ - .. 0'1litigasi. 

(2) Kerjasama Banruan Hukum sebagaimana dirnaksud 
pada ayat ( I d ~sanakan dengan Perjanjian 
Kerjasarna oleh Ba:-an Hukum untuk dan atas nama 
Pemerinrah Daer-al Ka.bupaten Jepara dengan Pemberi 
Bantuan Hukum <L ..abupaten Jepara. 

(31 Pemberi Banwa:- Hukum menerima kuasa dan 
melaksanakan 1:12:tt-.:.an bukum dalam bentuk 
mendampingi, ~. membela, dan/atau 
melakukan tinda, rn hukum lain untuk kepentlngan 
hukum Pene:rima Ba::::uan Hukum. 

(4) Banruan hukura AIZ':lada Penenma Bantuan Hukurn 
diberikan untuk tw!:nar hukum di lembaga Peradilan 
hingga masala!: bukumnya selesai dan/atau 
perkaranya relah ~.u kekuatan hukurn retap. 

c. pemanfaaran ~ dan prosedur pelaksanaan 
pengajuan banrwm hnkum: clan 

d. tata cara pembita·an laporan pertanggungjawaban 
_penggunaan dana te-:uan hukum. 

BABW 
TATA CARA DAN Sa .\RAT TEKNlS KERJASAMA 



3agian Kedua 
Persyaratan i'em.beri Baotuan Hukum 

?asaJ 5 
Pemben Banruan Hw:!l.:?! sebagairnaoa dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (2). harus memenuhi persyaratan sebagai 
berilrut. 
a. berbadan hukwn 
b. terakreditasi: 
c, memiliki kanror atau sekretariat yang tetap; 
d, memillkl pengurus. can 
e. memiliki program Banruan Hukum. 

Bagian Ketiga 
Persyaratan ~ma Bantuan Hukum 

?asal 6 
(1) Penerima Bantuan ~ukum adalah setiap orang atau 

kelompok orang n: sltin dan/ atau tidak mampu yang 
sedang menghada:po masaJah hukurn yang memenuhi 
persyaratan sebaga, berikut : 
a. memiliki Kam. Tanda Penduduk dan/atau Kartu 

Keluarga Kabupe.am Jepara yang sah dan masih 
berlaku; dan 

b. Surat keterangan miskin dan/atau keterangan tidak 
marnpu yang drrerbitkan oleh pejabat yang 
berwenang di te:;:.;pat tinggal Penerima Bantuan 
Hukum. 

(2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) hurufb ada "'b · 
a. Kepala Desa/1....-~ 
b. dalam hal te+jcl · kekosongan jabatan Kepala 

Desa/Lurah. --aka pejabat yang berwenang 
sebagaimana c ::::aksud adalah Penjabat Kepala 
Desa/Lurab a..._ Pelaksana Tugas (Pit) Kepala 
Desa/Lurah: 

c. dalam hal Kepcia Desa/Lurab dan/atau Penjabat 
Kepala Desa "&:3b be:cbalangan, rnaka pejabat 
sebagaimaoa d:=:a.....,ud adalab Sekretaris Desa; dan 

d. dalam hal ~ Desa/Lurah, Penjabat Kepala 
Desa/Lurah au:_ ~aksana Tugas (Pit) Kepala 
Desa/Lurab, de::" Sekretaris Desa berbalangan 
maka pe_iab..t rang berwenang sebagaimana 
dimaksud ada!s:"' Camat 



Ragian Kesa.ru 
Sya.rat Permohonan Bantuan Hukum 

Pasal 7 

(I) Pemohon rnengajukan permohonan bantuan huku.m 
melalui Lembaga 3amuan Hukum yang bekerjasama 
dengan Pemerintah Daenih. 

(2) Permohonan Banman Hukum oleh Pemohon Bantuan 
Hukum sebagaimana dunaksud pada ayat (1), paling 
sedikit memuat 
a. identitas cirri ·, ang dibuktikan dengan foto copy 

Kartu Tanda ~.duduk dan/atau Kartu Keluarga 
Kabupaten Jepa.ra yang sah dan masih berlaku 
serta telah dilega, 1s1r, 

b. surat keterangan miskin dan/atau keterangan tidak 
mampu yang diterbitkan oleh pejabat yang 
berwenang dt tempar tlnggaJ Penerima Bantuan 
Hukum: 

c. uraian atau peajelasan yang sebenar-benarnya 
tent.ang _perkara ang sedang dihadapi; 

d. dokumen yang berkenaan dengan Perkara; 
e. surat kuasa, ~Jra permohonan diajukan oleh 

keluarga atau 1,. .. ,asaoya; dan 
r. belum pernah menerima bantuan hukum baik clari 

Pemerintah Daerah maupun dari lembaga/instansi 
lain clibuktikan dengan Surat Pemyataan 
bermaterai cukup. 

(3) Dalarn hal Pemohon Banruan Hukum tidak memiliki 
surat keterangan nnskm dan/atau keterangan tidak 
mampu sebagaimaoa dimaksud pada ayat (2) buruf b, 
Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu 
Jaminan Kesehatan •.tasyarakat Miskin, Kartu Keluarga 
Miskin, Bantuan Langsung Tonal, atau dokumen lain 
yang menjelaskan ~tang status pemegangnya sebagai 
masyarakat miskm cian atau tidak mampu. 

(4) Dalam hal Pemohan Bantuan Elukum tidak dapat 
memenuhi persya:ra:.an sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan ayat 3 Pemberi Bantuan Hukum dapat 
membantu Pemohca Banwan Hukum d.alam memenuhi 
persyaratan. 

BABIV 
SYARAT, TATA CAR."1 ?r:NGAJUAN PERMOHONAN, DAN 

TATA KERJA PEMBER!AN BANTUAN HUKUM 



Bagian Ketiga 
Tata Kerja Pemberian Bantuan Hukum 

Pasal 10 

(1) Pemberi Bantuan Hukum harus meneliti dan 
melakukan pendataan ulang terhadap persyaratan yang 
diajukan oleh Pemohon Bantuan Rukum. 

(2) Dalam hal persyarata.n yang diajukan oleh Pemohon 
Bantuan Hukum belum lengkap, Pemberi Bantuan 
Huku.m meminta kepada Pemohon Bantuan Hukurn 
untuk melengkapi persyaratan permohonan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). 

(3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujub) hari kerja 
sejak diterimanya permohonan, Pemohon Bantuan 
Hukurn wajib melengkapi persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayar (2). 

(4) Apabila pemohon Bantuan Hukum tidak dapat 
melengkapi _persyaratan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), maka permohonan dapat ditolak. 

Pasal 9 
(1) Penerima bantuan hukum hanya dapat mengajukan 

(satu) kali permohonan bantuan hukum, kecuali atas 
persetujuan Bupati. 

(2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (IJ, Pemohon bantuan hukurn 
terlebih dahulu mengirimkan surat permohonan kepada 
Bupati, 

'Sagiaa Kedua 
Tara Cara Pengigu:z:: :>e,-mohoaaa Bantuan Hukum 

Pasal 8 
11 I Permohonan Ban'"l:U' 71ukum diajukan secara tertulis 

oleh Pemohon 3.mwan HUkum kepada Pember! 
Bantuan Hukum 

(2) Dalam hal Pemoha;l Banruan Hukum yang mengajukan 
permohcnan tid.aJ.": :nempunyai kemampuan untuk 
mengajukan pei mebenan secara tertulis, permohonan 
dapat diajukan secam lisan yang selaajutnya 
dituangkan dalam bentuk tulisao oleh pernberi bantuan 
hukum, dibubuh, meterai cukup unruk kemudian 
ditandatangani oleb pemobon. 

(3) Pennohonan Bantuan Rukum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (ll dan ayat (2) harus disarnpaikan oleh 
Pemohon Bantuan Hukum secara langsung ke kantor 
Pemberi Bantuan Hukum pada hari dan jam kerja yang 
berlaku. 



Penerima Bantuan Hu .mm mempunyai kewajiban: 
a. mengajukan permobcman kepada pemberi banruan 

bukum untuk menia;iatkan bantuan hukum; 

Ba~n Keempat 
Ah !)an Kewajiban 

Pasa112 
Penerima Bantuan Huk ... -:- mempunyai hak: 
a. mendapatkan mfor.::laS! dan dokumen yang berkaitan 

dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum; 
b. rnendapatkan Banruan Hukum secara cuma-curna 

hingga masalah hukumnya selesai dan/atau 
perkaranya relah ce:npunyai kekuatan hukurn tetap, 
selama Penerima Ba:l:..ian Hukum yang bersangkutan 
tidak rnencabut sura: -..aasa, dan 

c. mendapatkan bano...m hukum sesual dengan Standar 
Bantuan Hukum da..., atau Kode Etik Advokat. 

Pasa113 

?asa111 

{I Oa1am hal po11.t1"'15 an Bantuan Hukum dinvatakan 
disetujui, rnaka da'a:::! jangka waktu paling lama 3 (tiga) 
hari kerja ~ Bantuan Hukum wajib 
menyampaikan Ja-aban kesediaan atau penolakan 
pcnnohooan Bann ac; Hukum secara tertulis kepada 
pemohon. 

(21 Dalam haJ Pembe:: Bantuan Hukurn menyat.akan 
kesediaan sebaga;zn:na dimaksud pada ayat (1), maka 
dalam jangka ll.ah"t. paling lama 5 (Lima) hari kerja 
Pemberi Bantuan H:.;Jrum wajib melakukan koordinasi 
dengan Penerima Bemoan Hukum mengenai rencana 
kerja pelaksaaaan ~ bantuan bukum. 

(3) Dalam hal Pembe:: Banruan Hukum menyatakan 
penolakan sebaga=a~a dimaksud pada ayat ( 1), maka 
Pemberi Bantuan H-lrum wajib menyampaikan alasan 
paling sedikit memus- 
a. tidak sesuai cieng;;.;; visi dan misi Pernberi Banruan 

Hukum; 
b. dalam perkara eerdata, kerugian materiil lebih 

sedikit darrparla biaya penyelesaian perkara; 
dan/atau 

c. tidak memenuh stander kelayakan sebagai 
penenma bantuan hukum. 

(4) Pemberi Bantuan '-:wcum memberikan Bantuan Hukum 
berdasarkan Surat ~uasa Khusus da.ri Penerima 
Bantuan Hukum. 



Pasal 16 
Pernberi Bantuan Huk ,- v.-aJib · 
a. merabasiakan sega:.a i:Iformasi, keterangan, dan data 

yang diperolehnya ~ penerima bantuan hukum, 
kecuali ditentukan ?am oleh peraturan perundang­ 
undangan yang -~- 

b. melayani penenma banruan hukum sesuai dengan 
prinsip pelayanan pc'hhk 

c. melaporkan pen.-•e, ·gan nigasnya kepada Bupati; 
d, melaporkan sena;-, pc'.lggunaaD APBD yang diguoakan 

untuk pemberian he? an hukurn: 

Pemberi bantuan hni""T" ndak dapat dituntut secara 
perdata maupun p= dala:m menjalankan tugasnya 
memberikan bantuar _ - .. um kepada penerima bantuan 
hukum, kecuali pembe:l oantuan hukurn telah melanggar 
kode et.ik dan keten~ peraruran perundang-undangan 
yang berlaku 

?asal 14 

Pember! Barrtuan Hut, -, mempunyal hak: 
a. mendapatkan bcnu::r- pendanaan yang dibiayai APBD 

untuk menJalaokan mgasnya memberi bantuan hukurn 
kepada penerima be::.."UaD bukum; 

b. mengeluarkan pec:Tctaan dan/atau menyampaikan 
pendapat bai1c :cc-.ulis maupun lisan di dalam 
melaksaoakan •a~a rnemberi bantuan hukum 
.kepada penerima bantuan hukum, dengan tetap 
berpedoman pada i:oce- etik dan ketentuan peraruran 
perundang-uotlang;m . ang berlaku; 

c. mencari dan ,;:,e Ciitpatkan informasi, data, dan 
dokumen lamnya baik dari insransi pemerintah 
maupun pihak fa:::.::.Ja yang berbubungan dengan 
tugasnya lllClDbei b...ntuan hukum kepada pe.nerima 
bantuan hukum, 

d. melakukan rek:rui::i:;:.e terhadap advokat. paralegal, 
dosen, dan mahas:sr... :akultas hukum; 

e. melakukan pelayanaz; Bantuan Hukum; dan 
f. menyelenggarakan .,..nyuluhan hukum, konsultasi 

hukum, dan prog...- kegiatan lain yang berkaitan 
dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum. 

?asal 15 

b. menyampaikan rob--aSJ yang benar dan bukti-bukti 
yang sab tentang pc-:oasalaban hukum yang sedang 
dihadapinya; dan 

c, membanru kela01 P • pernberian Bantuan Hukum. 



?a.sal 17 
(1) Pemerintab Daerah -:r.aJib mengalokasikan anggaran 

biaya perryelenggazaa= bantuan hukum tiap tahun 
anggaran dalam .\P9D 

(2) Bupati menetapkan standar biaya bantuan hukum per 
perkara untuk se::iaD tabun anggaran sebagaimana 
dimaksud pada BJ&' • dengan Keputusan Bupati. 

(3) Alokasi anggamn Llaya penyelenggaraan bantuan 
hukum sebagancaca dimaksud pada ayat ( I) 
clipergunakan un• _ biaya operasional Pemberi 
Bantuan Hukum IIP ?'JO. 
a. biaya akomodasc 
b. biaya transpOral...J; 
c. biaya ATK; dan 
d. biaya meterai dan benda pos lainnya. 

Bagian Kedua 
Prosedur Pelaksanesa Pengajuan Bantuan Hukum 

Pasal 18 
(1) Pemberi Banruan -lulru.m roengajukan Rencana 

Anggaran Banruar I..Jukum secara tertulis kepada 
Bupati cq. Kepala &~an Hukum. 

(2) Pengajuan rencaaa anggaran Bantuan Hukum 
dilaksanakan seso "'! dengan perjanjian pelaksaoaan 
Bantuan Hukum ~ telah ditandatangani, 

Pasal 19 

(1) Peogajuan reneana anggaran Bantuan Hukum 
dilakukan dengan "'."lmgisl formulir dan menyampaikan 
proposal pengajuan .... ~..ggaran. 

(2) Proposal pengajuae .mggaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) memus- 
a. identitas Pembe= 3amuan Hukum; 
b. nama program 
c. tujuan program; 
d. deskri psi progra.:r.; 
e. target pel.aksanaan: 
f output yang diha..-a;,kan: 

3-\B V 
PEMANFAATAN D:\? ~ DAN PROSEDUR PELAKSANAAJII 

PENGAJt! r.;.-. BANTU AN RUKUM 

e. memberikan bill'a:..::. ;;.ui,..,un kepada penerima banruan 
hulrum hingga ~...a.s.alahannya selesai atau telah ads 
purusan yang bierkttiia•so hukum tetap terhadap 
perkaranya. 

Sagen Kesatu 
Pemanfaataa Dana Banruan Hukum 



Pasal 20 
(1} Pendanaan ~~ Bantuan Hukum 

dialokasikan paca !!..!lggBran Bagian Hukum yang 
diberikan kepada Pemberi Bantuan Hukum 
berdasa.rkan dol.-u= dan bukti laporan pelaksanaan 
banruan hukum :C:O!l• tenulis dan lengkap. 

(2) Pemberian anggaran -1:Jagaimana climaksud pada ayat 
(1) dilaksanakan --JaJui prosedur penyampaian 
permohonan ~ 3apati melalui Kepala Bagian 
Hukurn disertai pe=:1 raraan terrulis bahwa bukti 
pendukung yang ,-;:;gw.ao adalah benar dan sah 
menurut ketentua» eeranrran perundang-undangan. 

(3) Dalarn hal berkas ~nan sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (1) te!ah ..engkap, maka Bagian Hukum 
memproses pencamm da.na sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangzn ang berlaku. 

Pasal 21 
(1) Penyaluran daoa !3..rwa.o Hukum litigasi dilakukan 

setelah Pemberi &:,wan Hukurn menyelesa.ikan 
Perkara pada SCOii.? rahapan proses beracara clan 
Pemberi Bantuao Hui.= menyampaikan laporan yang 
disertai dengan bllAtl iJ!!lldukung. 

(21 Bukti pendukung se.oagarmana dimaksud pada ayat (l) 
meliputi: 
a. bukti penangamm perkara; 
b. kuitansi pemba aran pengeluaran; 
c. laporan keuangan ~ganan kasus. 

(3) Buktl penanganan perkara sebagaimana dhnaksud 
pada ayat (2) huruf a untuk Banruan Hukum litigasi 
dalam perkara ~a clisesuaikan dengan tahapan 
pemeriksaan melipua; 
a. tahap penyidikan, <iengan rnelampirkan : 

I . surat permo xi..-.an. 
2. surat kuasa: 
3. surat pernra•aan: 
4. surat pangg;...:an; 
5. surat pet"W:.ah penyidikan ata.u surat pedntah 

penghennan ~; dan 
6. putusan praperaddan. jika ada. 

b. tahap penuntman, dengan melampirkan: 
1. surat lo•asa 
2. Surat dakw a.an: 
3. surat penetapan pengadilan (penuojukan hakim 

unwk pend.a ,p-ngan) jika ada; dan 

g. jadwal pela!,;s,,-n- dan 
h, rincian biaya frnl!...dlD 



iz 

4. swat kep.'=S!n penghentian penuntutan, jika 
acla 

c tahap ~ dr Pengadllan Tingkar I. dengan 
melampirkan: 
l. nomor pt:"1k:a...~ 
2. eksepsi Jila! CS?rnpaika.n secara eertulis dalam 

persidangan 
3. pledoi; 
4. replik jikll rs,mpa,kan secara tertulis dalam 

persidangan; 
5. duplik jika &aropaikan secara tertulis dalam 

persidang:an cbm 
6. salioao ;:;:;m;san atau petikan putusan 

pengadilan 
d. tahap persidangaa di Pengadllan Tingkat Banding, 

dengan melamtrian 
l. akta Banding. 
2. memori bandmg atau kontra memori banding, 

da)am ha, o,erkara dilanjutkan ke tingkat 
banding; clan 

3. salinan pun.san atau petikan putusan 
pengadil.an ::rr:glrat banding. 

e. tahap persidangaa d• Pengadilan Tingkat Kasasi. 
dengan melamp+kan 
1. akta Kasasi 
2. memon kasas; atau kontra memori kasasi, 

dalam bal per..:aracWanjutkan ke tingkat kasasi; 
dan 

3. salioao purusan atau petikan purusan 
pengadi)an nn~r kasasi. 

I, tahap peninjauan ...;tmbali, dengan melampirkan: 
1. surat permmtaanj'permohonan perunjauan 

kembah (Pr..i kepada pengadllan tingkat pertama: 
2. salinan pun.san pengadilan sebelumnya yang 

menyatakan putusan sudah berkekuatan 
hukum teta.p. 

3. memori pen:n auan kembali/kontra memori (PK) 
dalam ha.) P"'7'..:ara dilanjutkan ke proses upaya 
hukum luar bsasa, dan 

4. salinan 1)1..:Dsan atau petik:a.n putusan 
peninjauan · ~;nbali 

(4) Bukti penanganan perkam sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a unruk tahapan Bantuan Hukurn 
secara lirigasi da)am perkara perdata meliputi: 
a. tahap gugatan, dengan melampirkan: 

1. surar permohonan I surat gugatan: 
2. surat kuasa; 



melampirkan 
dengan pendahuluan, aan ................. .--·· 

2. memori kasas, atau kontra memori kasasi, 
dalam hal pe-1.;aradilaojutkan ke proses upaya 
hukurn biasa can 

3. salinan p-- .... san atau petlkan putusan 
pengadilao tmgkat kasasi. 

e. tahap penmjauan kembali, dengan melampirkan: 
1. surat pe=::iraan/permobonan pemnjauan 

kembali (PK' ·?pad.a pengadilan tingkat pertarna; 
2. salinan p..-.isan pengadilan yang sudah 

berkekuatan nukum tetap: 
3. memori per,..-r,:.auan kembali atau kontra memori 

perunjauan kl'7Ilb:ui, dalam hal perkara 
dilanjutkan .:r proses upaya hukum luar biasa; 
dan 

4. salinan p~-:usan atau petikan putusan 
peninjauan ,rmbali. 

(5) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a untuk tahapan Bantuan Hukurn 
secara hrigasi di bidang hukum tata usaha negara 
meliputi; 
a. tahap 

3. Surat pe:i '}c..._,..,, 

4. regisuasi ~ dengan nomor register; 
5. surat panggi r;;, dan 
6. akta perd.a:::z:ar- atau melanjutkan perkara. 

b. tahap pumsaa pengadilan tingkat J, dengan 
melampirkan: 
t. surat lcuasa, 
2. somasi: 
3. jawaban g ... 6a;e ;, 
4. tawaran med;:;,$ atau jawaban; 
5. eksepsi atau :'l!'?lik. 
6. kesimpman; can 
7. salinan pc:i.:_;an atau petikan putusan 

pengadilan. 
c. tahap purusan ;z:igadilan tingkat banding, dengan 

melampirkau 
1. akta Bandmg;. 
2. memon band -:g atau kontra memori banding, 

dalam haJ ~A.dra dilanjutkan ke proses upaya 
hukum biasa; dan 

3. salinan p .. msan atau petikan putusan 
pengadilan .=:g,.:at banding. 

d. tahap purusan :,e-,gadilan tingkat kasasi, dengan 
melampirkan. 
1. akta kasasr 



2. memori banJillg atau kontra memori banding, 
daJam ha1 ~ dilanjut:kan ke proses upaya 
b ukum biasa, dan 

3. salinan p..tusan atau petikan putusan 
pengadilan tr g,.;at banding. 

d. tabap putusan pengadilan tingkat kasasi, dengan 
melampirkan 
l. a.kt.a Kasas: 
2. memon kasass atau kontra memori kasasi, 

dalam hal t:Jerl.ara dilanjutkan ke proses upaya 
hukum biasa. dan 

3. sa1inan pumsan atau petikao putusan 
pengadilan =p:ax kasasi 

e. tabap peninjau...r. ~ball. denga.n mela.mpirkan: 
1. surat pc!r.::: -,raan/permohona.n penmjauan 

kembali [P"t. k.e;>ad.a pengadilan tingkat pertama: 
2. saliaan putnsan pengadilan yang sudah 

berkekuatar- lroJ.."Um tetap; 
3. memon pen- 2uan kembali atau konrra memorl 

peninjauan l.emhali dalam haJ perkara 
dilanjutkan ke proses upa_ya hukum luar biasa; 
dan 

4. sabnan p.l.t:san arau petikan purusan 
peniojauan kembb i 

1. pennohcmar; 
2. surat kuasa; 
3. surat pemy;;•---... 
4. sum guga;r: 
5. regtStnl..Sl ~ dengan nomor register; 
6. Surat panl!&"-:- 
7. kepurusan ;:ia:ya administrasi terhadap 

kebijakaD ch:.. ~a.bat Tata Usa.ha Negara, jika 
ada. 

b. ta.hap purusan pengadilan tingkat I, dengan 
melampirkan · 
1. SUJat kuasa 
2. somasi; 
3. jawaban gu,i!an 

putusan 
petikan 

4. tawaran !Df'C"!S atau jawaban; 
5. eksepsi ata ... rephk; 
6. kesimpulan da;J 
7. salinan p~;:, san atau petikan 

pengadilan salman putusan atau 
putusan peogl!d1Ian 

c. tahap putusan ;,ergadUan tingkat banding, dengan 
melampirkan: 
1. akta Banding; 



BABVl 
TATA C..\l:'.A PEMBUATAN 

LAPORAN PERTANGGVl,GJAWABAN l'ENGOUNAAN DANA 
BA xru .\N HUKUM 

Bagwo Kesatu 
hlaporan 
:?asal 25 

(1) Pemberi Bantwm Hukum wajib melaporkan 
pelaksanaan tugas;.,a oaik lirigasi maupun nonlitigasr 
kepada Bupati mci.;l • Kepala Bagian Hukum seriap 

'=>asa1 23 
Bupati rnelalui Kepala Bagian Hukum rnelakukan 
pencairan anggaran peaanganan perkara dan/atau 
pelaksa.naan kegiaum ..e·elah menyetujui pennohonan 
anggaran dari Pember! Bantuan Hukum. 

Pasal 24 
(1) Dalam ha) Pemberi B.antuan Hukurn telah menerima 

anggaran untuk kegiaJan Bantuan Hukum secara 
nonJitigasL Pemben Bantuan Hukum tidak dapat 
mengajukan lagi pe:-..JOhonan biaya Bantuan Hukum 
litigasi yang diberikao kepada Penerima Banruan 
Hukum yang sama. 

(2J Dalam ha! kegiatan 3antuan Hukurn secara nonlitigasi 
sebagaimana dimali s::id pada ayat ( 1 J beralih menjadi 
kegiatan Bantuan liulrum liligasi, pembayaran biaya 
Bantuan Hukum aanva diberikan terhadap Bantuan 
Huku.m litigasi. 

(3) Dalam haJ biaya Banwan Hukum secara nonlitigasi 
telah dibayarkan l<Ppacta Pemberi Bantuan Hukum dan 
Bantuan Hukum ,;.... did nonlitigasi beralih menjadi 
Bantuan Hukum Lltigas:, biaya Bantuan Huku.m secara 
nonlitigasl yang •elah dibayarkan dlperhitungkan 
sebagai faktor pengi..-ang. 

(6) Bukn penanganan fieikala sebagaimana dima.ksud 
pada 8,}'Rt 12) bu.--u! b unruk Banruan Hukum litigasi 
dalam perkara P:d,·---2 ?erdata dan Tata Usaha Negara 
adalah bukti h •;ms; pembayaran pengeluaran 
sebagaimana ~ daJam Pasal 19 ayat (3). 

Pasa122 
Bukti penanganan ~ uruuk pelaksanaan kegiatan 
Bantuan Hukum sea.:a nonli.tigasi disesuaikan dengan 
jenis kegiatannya, 



administrasL 
(2) Laporan litigasi sidiataunaoa dunaksud pada ayat (1) 

meliputi: 
a. Laporan Perka.-a ln!ana dengan data dukung : 

1. surat kuasa y.mg telah didaftarkan cli 
pengadilan. atau swat penunjukan kuasa 
hukum dan pe::gadilan, kepolisian atau 
kejaksaan· 

2. COP} sum panggilan dari penyidik: 
3. cop} eksepsi.. duplik dan pledoi; 
4. bukn sum kaeang,m tidak mampu; 
5. memori ba:ncmg kontra memori banding, 

memori kasas/kontra memori kasasi, atau 
peninjauan l.;enbali; dan 

6. copy putusan pengadilan. 
b. laporan perkara pt",iata, dengan data dukung : 

I. surat kuasa yang telah didaftatlran di 
pengadilan. 

2. copy guga::.a, replik dan kesimpulan, jika 
kedudukan "l"r'erima bantuan hukum sebagai 
penggugat, 

3. copy jawabaa gugatan, duplik dan kesimpulan, 
jika keduduzan penerima bantuan hukum 
sebagai tcrgt.ga;. 

4. nomor register perkara dari pengadilan; 
5. copy relas pan&si]an dari pengadilan: 
6. bukti surat J.cr:nangan tidak mampu; 
7. memori band:tng/kontra memori banding, 

memori kasas: 'korura memori kasasi, atau 
peninjauan ke-rlba.li; dan 

8. copy putusan pengadilan, 
c, laporan perkara Tata Usaha Negara, dengan data 

dukung · 
L surat k11asa vang telah didaftarkan dl 

pengadilan: 
2. copy gugaran replik dan kesimpulan; 
3. nomor ~~ perkara dari pengadllan; 
4. copy relas panw]an dari pengadilan; 
5. bukti surat "~~gan tidak marnpu: 
6. memori banding. memori kasasi; dan 
7. copy puwsar. pengadilan 

(3) Laporan Non Lmgas; sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) meliputi: 
a. identitas din pc:nohon bantuan hukum; dan 
b. notulensi penanganan permasaleban hukum. 

pertanggungjawaban dasar triwulan 



BAB vn 
SAN "5 AflMINTSTRASI 

Pasal 28 
(1) Pemberl Bantuan -=u:·um yang terbukti melanggar 

ketenruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
dikenakan sanksi ar .unisuasi. 

(2) Sanksi administras; ~a dimaksud pada ayac 
(1), berupa : 
a. teguran lisan· 
b. teguran teTtUlis. dan 
c. penarikao kemb; 1 semua daoa Bantuan Hukurn 

yang telah diteri= yang bersumber dari APBD. 
(3) Pemberi Baotuan Hukum yang terbukti tidak 

melakukan pelaporaa setiap triwulao sebagaimana 
dimaksud dalam ?--..sal 25 ayat (l) dikenakan sanksi 
berupa teguran lisan da:n teguran tertulis sebagairnana 
dimaksud pada a~ at (2l hurur a dan huruf b. 

(4) Pemberi Banruan Hnknm yang terbukti melaku.kan 
pelanggaran ams ~..e.au.an sebagaimaoa dimaksud 
dalam ?asal 27 dil.znakan sanksi berupa penari.kan 
kembali semua tl= Bantuan Hukum yang telah 
diterima yang bers=ber dan APBD sebagaimana 
climaksud pada a).... 2 uruf c clan proses lebih lanjut 
sesuai perawran j]l!!!I"' •.r'ang-nndangan. 

3;;,gµn Kedua 
!..L-angan 
~~27 

Pemberi Bantuan Hwc:·- dila.rang , 
a. meoyalahgunakan pe:;1i>enan Dana Banruan Hukum 

kepada Peoerima Ba-roan Hukum; 
b. menerima atau r..a.um:a pembayaran dari Penerima 

Banruan Hukum C1!D aiau pihak lain yang terkait 
dengan perkara yar g sedang ditangani a tau pun setelah 
perkara tersebur selesu ditangani; dan 

c. melakukan duplikas: atas pengajuan anggaran bantuan 
hukum terkait dengan prrkara yang ditangani. 

(4) Pemberi Banw.m H-&um menyampaikan laporan 
pengelolaan angga:ar. pelaksanaao pemberian bantuan 
hukum kepada Bu;-:,:i :::lll!!alui Kepala Bagian Hukum. 

t"asal 26 
Kepala Bagian ~um menyampaikan laporan 
pelaksanaan pembenae banruan hukum kepada Bupati 
setiap akhir tahun Ar:.~-..- 



SEKRE:TARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, 

Diundangkan di Jepara 
Pada taaggal 25 April 2019 

BAB VTTI 
KETE:NTUAN PENUTUP 

Pasa.J 29 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penernpatannya dalam Serita Daerah Kabupaten -Jepara, 

Ditetapkan di Jepara 
Pada tanggal 25 April 2019 


